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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 52 TAHUN 2012 

TENTANG 
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN 

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 113/PMK/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 
Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 
Nasional Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4169); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4439); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi Tentara Nasinal Indonesia; 

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 469); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT 
NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN 
TENTARA NASIONAL INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan 

dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan 
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 

2. Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah menteri 
dan wakil menteri. 

3. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil 
dan Anggota Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kemhan dan 
TNI. 

4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas 
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ketempat yang 
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan 
semula di dalam negeri. 

6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat 
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan 
surat keputusan pindah. 
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7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna 
anggaran pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI). 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam 
rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain. 

10. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan 
dinas. 

11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas 
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

15. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan 
Dinas. 

16. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah. 

17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu. 

18. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di 
Indonesia di bawah Provinsi. 

20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya 
Masukan maupun Standar Biaya Keluaran. 

21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 
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BAB II 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas: 

a. perjalanan dinas jabatan; dan 

b. perjalanan dinas pindah. 

Pasal 3 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 
Kemhan; 

c. efesiensi penggunaan belanja negara; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 
pembebanan biaya perjalanan dinas. 

Bagian Kedua 

Perjalanan Dinas Jabatan 

Pasal 4 

(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
a terdiri atas: 

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan 

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. 

(2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus 
untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, 
Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 

(3) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) 
jam; dan 

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 
(delapan) jam. 
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Pasal 5 

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dalam rangka: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 

c. pengumandahan (Detasering); 

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk 
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna 
kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena 
mendapat cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 
Kesehatan Pegawai Negeri; 

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3; 

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 

j menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan 
perjalanan dinas; atau 

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan 
yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 

Pasal 6 

(1) Perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilaksanakan sesuai 
perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah. 

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: 

a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang 
dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja yang 
bersangkutan; 

b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas 
jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; 

c. pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan 
oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit 
eselon II yang bersangkutan; atau 

d. Menhan/Pejabat eselon I untuk perjalanan dinas jabatan yang 
dilakukan oleh Menhan/Pejabat eselon I/Pejabat eselon II. 
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